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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Implementasi Kebijakan Publik

Ilmu administrasi negara memiliki beberapa dimensi pokek, salah satunya
adalah dimensi kebijakan publik. Kebijakan publik merupakansalah satu dimensi
prima dalam ilmu administrasi negara (Thoha,.1993:51). Pengertian kebijakan
publik telah banyak dikemukakan oleh ara ‘ahli, diantaranya Kartasasmita
(Widodo, 2007:13) yang mengatakan.bahwa ”kebijakan publik merupakan upaya
untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan)
oleh pemerintah mengenai “suaid masalah, (2) apa yang menyebabkan atau
mempengaruhinya,  dap~(3)” apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik
tersebut”. Sedangkan’menurut Anderson (Islamy, 1997:19) mengartikan bahwa
“kebijakan-publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan masalah tertentu”.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn (1994:58) bahwa “masalah
yang harus dihadapi pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai kebutuhan atau
peluang yang tak terwujudkan meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin
dicapai lewat tindakan publik”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan

bahwa, upaya merumuskan suatu kebijakan apalagi kebijakan itu berupa

18
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peraturan daerah bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini
disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang
berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan
dibuat bukan untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status
quo pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 1997:22) Benjelasan makna
yang terkandung dalam perumusan kebijakan negara (Publik<policy-making) itu
pada hakekatnya merupakan proses politik yangsamat”kompleks dan analitis,
dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhir;, dan batas-batas dari proses itu
sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak
kompleks yang kita sebut sebagai~.pembuatan kebijakan negara itulah yang
membuahkan hasil yang disebut kebijakan.

Menurut pemikéan” ilmuwan yang lain, Raymond Bouer (Wahab,
1997:16) merumuskafy’pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi
atau pengehahan” input-input politik menjadi output-output politik. Sedangkan
Dunn (MWahab, 1990:17) menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijaksanaan
yang bertanggung jawab adalah proses yang melibatkan interaksi antara
kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para
administrator dan para politisi. Melalui proses pembuatan keputusanlah,
komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak,
sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat,

diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih
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spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit (Amitai

Etzioni, dalam Wahab, 1997:17). Selanjutnya Chief J.O. Udoji (Wahab, 1997:17)

merumuskan pembuatan kebijaksanaan negara sebagai :
Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefenisian
masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam
bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke
dalam sistem politik, pengupayaan pemberian saksi-sanksi atau legitimiasi
dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksaraan/implementasi,
monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik)

Jika sebuah kebijakan dilihat sebagai suatureses, maka pusat perhatian
akan tertuju pada siklus kebijakan, yang . pada~umumnya meliputi tahapan
formulasi, implementasi dan evaluasi kébijakan (Parsons, 1997). Kebanyakan
pembuat kebijakan sering beranggapdn) bahwa setelah kebijakan disahkan oleh
pihak yang berwenang, dengdn,sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan
dan hasilnya akan mendeKati Seperti yang diharapkan. Menurut Islamy (1997)
sifat kebijakan itu_«ompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit
kebijakan Negarayang bersifat Self-executing, yaitu setelah dirumuskan
kebijakar itu-dengan sendirinya dapat diimplementasikan. Yang paling banyak
adalah yang bersifat non self-executing artinya kebijakan Negara perlu
disosialisasikan sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak
sehingga mempunyai dampak yang diharapkan

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan para ilmuwan

tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa komponen pokok dan

konsep kebijakan publik, yakni nilai-nilai yang dikehendaki, aktor-aktor
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kebijakan, institusi publik serta pengartikulasikan dan mengekspesikan berbagai
nilai. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi secara intensif sehingga
melahirkan suatu keputusan publik yang merupakan hasil kompromi seluruh aktor
kebijakan yang terlibat.

Salah satu tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi
kebijakan publik. Pandangan Jones (1991:296) menyatakan bahwa “implementasi
kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimaksudkaq ‘untuk mengoperasikan
sebuah program”. Selanjutnya, kegiatan untuk merigoperasikan yang dimaksud
adalah berisi tindakan-tindakan yang < dilakukan oleh berbagai pihak
(individu/pejabat-pejabat atau kelompok pernerintah atau swasta) dalam kebijakan
tersebut guna mencapai tujuan yang-diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam
Wahab, 1997:65).

Secara konséptual,” implementasi merupakan terjemahan dari kata
“implementation®, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webster’s
Dictionary-(Widodo, 2007:23), kata to implement berasal dari bahasa Latin
“implemertam” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implore” dimaksudkan
“to fill up”;”to fill in” yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan
“plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Berdasarkan pengertian tersebut
maka, apabila pengertian implementasi dengan kebijakan publik, maka kata
implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau
pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan

penggunaan saran atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.
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Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan”
yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai
dari suatu kebijakan. Dengan demikian dalam tahap implementasi kebijakan
terdapat hubungan-hubungan yang menunjukkan sebab akibat (kausalitas) antara
tindakan dengan tujuan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemahaman yang
dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991:295)ang menyatakan
bahwa implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk, fenibentuk hubungan-
hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab, “akibat” yang menghubungkan
tindakan dengan tujuan.

Aktivitas implementasi kebijakan padd dasarnya bersifat kompleks karena
sangat ditentukan oleh berbagai fakier baik secara internal maupun eksternal. Van
Mater dan Van Horn (1945:46) memformulasikan 6 faktor yang mempengaruhi
proses dan penampiléndmplementasi kebijakan yaitu ”(1) kejelasan standard dan
tujuan kebijakan, “(2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam
pelaksanaan.kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3)
komunikasi“yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4)
karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi
kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut
dilaksanakan, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk
mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan”.

Lebih lanjut, Syukur (Sumaryadi, 2005:79) mengemukakan adanya tiga

unsur penting dalam proses implementasi yaitu (1) adanya program atau
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kebijakan yang dilaksanakan (2) target group, yaitu kelompok masyarakat yang
menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan
atau peningkatan (3) unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau
perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan
pengawasan dari proses implementasi tersebut. Adapun unsur pelaksana atau
implementator yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan~program adalah
aparat birokrasi pemerintahan secara berjenjang mulai dariaparat birokrasi pada
tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/keta,’ provinsi hingga tingkat
nasional. Dengan demikian, keberadaan birQkrasi pemerintahan merupakan salah
satu unsur penting dalam implementasi. Berdasarkan ringkasan ini diketahui
bahwa implementasi kebijakan adalali"statu aktivitas atas kegiatan dalam rangka
mewujudkan atau merealisasikan” kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya
yang dilakukan oleh@rganisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain
melalui proses admiwnistrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber
daya yang-tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian peran
organisasi badan pelaksana (birokrasi) besar sekali peranannya dalam tahap
implementasi ini.

Implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh model implementasi
yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan. Model
implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan model yang semakin operasional
sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait

dengan kebijakan. Terdapat tiga model implementasi kebijakan yang dianggap
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relatif operasional sehingga dapat direkomendasikan dalam proses implementasi
kebijakan publik. Ketiga model itu adalah pertama, Model Hogwood & Gunn,
yakni The Top Down. Kedua, Model Van Meter & Van Horn dengan A Model of
the Policy Implementation Process. Ketiga, Model Mazmanian Sabatier yang
disebut A Framework for Implementation Analyisis.

Dalam Model Top Down Approach, Hogwood & Dunn.(dalam Wahab,
1997:71) mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan
publik secara sempurna atau perfect implementation maka diperlukan 10
persyaratan, yaitu :

Pertama ; kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan
menimbulkan yang serius. Kedua<Untuk pelaksanaan program tersedia waktu
dan sumber-sumber daya yang eukup memadai. Ketiga ; perpaduan sumber-
sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Keempat ; kebijakan yang akan
diimplementasikan dijdasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
Kelima ; hubungan kauSalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya, €Keenam ; hubungan saling ketergantungan harus Kkecil.
Ketujuh ; perhahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
Kedelapan ; tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
Kesembilan ;“kemunikasi dan koordinasi yang sempurna. Kesepuluh ; pihak-

pihakeyang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan
kepatuhan-yang sempurna.

Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter & Van Horn
(1975) menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasi kebijakan serta
menghubungkannya dengan isu kebijakan dan implementasi kebijakan dan suatu
model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur yang mengutamakan
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perubahan, kendala dan kepatuhan bertindak. Implementasi kebijakan akan
berhasil bila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan
terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan
relatif tinggi. Sedangkan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja
dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel itu
adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kehijakéan; ciri atau sifat
instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dah kegiatan pelaksanaan,
sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomigsosial’dan politik.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier'(Mahab, 1997:75) memperkenalkan
model implementasi kebijakan kerahgka aralisis implementasi sebagai salah satu
model implementasi kebijakéan yang tepat dan operasional. Menurut mereka,
analisis implementasi_kebijakan adalah mengindentifikasikan variabel-variabel
yang mempengar@hi‘tereapainya tujuan-tujuan formula pada keseluruhan proses
implementasi.z\Ada tiga kategori variable dimaksud, yaitu : 1) mudah tidaknya
masalah yang akan digarap dan dikendalikan. 2) kemampuan kebijakan untuk
menstrukturkan secara tepat proses implementasi dan 3) pengaruh langsung
pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang
dimuat dalam kebijakan dimaksud. Ketiga variabel itu sebagai independent
variable yang dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui sebagai
variabel tergantung. Dalam hubungan antar variable ini setiap tahap akan

berpengaruh terhadap tahap yang lain.
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Organisasi sebagai pelaksana dalam proses pengimplementasian kebijakan
publik merupakan salah satu faktor penting karena pada dasarnya merujuk pada
sistem birokrasi pemerintah. Kedudukan birokrasi memang sangat strategis dalam
proses implementasi kebijakan publik. Seperti dikemukakan oleh Thompson
(Thoha, 1993:51) setelah kebijakan publik dirumuskan dan ditetapkan, maka
dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengimplementasikannya, yaitu birokrasi.
Melalui birokrasi dapat diselenggarakan berbagai variagi findakan yang luas,
membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, mefiyelenggarakan pendanaan,
menjabarkan informasi, menganalisis masalal,”membantu dan mempermudah
personil, membuat unit-unit operasionaiydan lain-lain.

Sebagai suatu konseg,\birokrasi adalah suatu system organisasi. Oleh
karena itu birokrasi mefugakan institusi yang memiliki struktur, prosedur dan
anggota dengan cif1 spesifik. Struktur adalah pola atau cara organisasi mengatur
sumber daya«ntuk kegiatan-kegiatan kearah tujuan. Beberapa komponen struktur
organisasindiantaranya formulasi, besarnya organisasi dan ukuran unit kerja
(Steers, 1980:67). Sedangkan menurut Edwards (Tangkilisan, 2003:13) elemen
penting dari struktur organisasi birokrasi dalam implementasi kebijakan publik
yaitu pragmentasi dan prosedur pengoperasian standar (SOP).

Selain birokrasi pemerintah, keberadaan masyarakat sebagai obyek atau
kelompok sasaran (target group) dari kebijakan tersebut juga membawa peranan

penting dalam proses implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat sebagai
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kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah
kebijakan publik. Melalui dukungan masyarakat akan mempermudah atau
memperlancar implementasi kebijakan publik. Bentuk dukungan dimaksud dapat
berupa kesediaan untuk menerima dan ikut serta secara aktif dalam implementasi
kebijakan publik tersebut. Adanya dukungan masyarakat sangat dipengaruhi
beberapa faktor seperti tingkat respek terhadap otoritas pemerifitah, kesadaran dan
keyakinan, system nilai, kepentingan pribadi, sanksi hukum dan masalah waktu
Anderson (Islamy, 1988:6.6). Jika berbagai faktor/1tu positif, dalam arti baik,
maka tingkat dukungan masyarakat akan tinQgi, begitu pula sebaliknya. Beberapa
faktor yang menjadi keberhasilan implementasi kebijakan yang satu diantaranya
adalah kepuasan target group, Keptasan target group akan berpengaruh dan
dipengaruhi oleh sikap kesediaan mereka menerima dan berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan/tersebut.

Upaya_ penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah, harus diakui
banyak tergantng pada partisipasi masyarakat. Pada setiap daerah otonom,
partisipasimasyarakat merupakan suatu “energi” dari dalam masyarakat yang
dapat digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan.
Dikatakan bahwa indikator keberhasilan dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi
masyarakat berfungsi di dalamnya. K.A. Graham (Ndraha, 1987:35) menyebutkan
syarat-syarat dari partisipasi adalah: keterbukaan, fleksibilitas, dimiliki sifat
responsive, terdapat hirarki dalam birokrasi, professional autonomy, retional

planning, changes dan manajemen yang modern.
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Partisipasi masyarakat bagi pemerintah sangatlah penting sekali, terutama
dalam proses pembangunan sosial, politik dan ekonomi yang akan menyentuh
kepentingan masyarakat. Cohen J.et. All (1987:38) menyatakan bahwa menilai
partisipasi masyarakat sebagai suatu alternatif dari “revolutionary movement and
he green uprising” artinya, apabila masyarakat dapat dikerahkan dan menjadi
bagian dari proses pembangunan, maka kecil kemungKiran mereka akan
melakukan gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan revalusioner.

Partisipasi masyarakat tidak semata-mata.dapat diartikan sebagai kejadian
dalam proses politik yang merupakan sdrana “dimana ide masyarakat dapat
mempengaruhi kebijakan Pemerintah, tetapl ia juga merupakan pendekatan
dimana masyarakat turut serta dalam-froses implementasi merupakan suatu arena
dimana setiap individu dan“kelompok dapat mempertahankan kepentingannya
masing-masing melaliipembangunan akses terhadap sumber daya yang terbatas.

Proses_implementasi kebijakan akan berbeda-beda, namun bergantung
kepada sifat.kebijakan yang dilaksanakan dengan jumlah perubahan yang terjadi.
Unsur “perubahan menurut Winarno (2004:69) meliputi 2 (dua) hal yaitu
“pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijaksanaan
menyimpang dari kebijaksanaan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan
incremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-
perubahan drastic. Kedua, lembaga yang melaksanakan tidak diharuskan

melakukan reorganisasi secara drastis”.
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Selanjutnya menurut Howlett dan Ramesh (Badjuri, A., & Yowono, T,
2002:113) mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik
pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu yang bersifat internal
maupun eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya, pangkal tolak
permasalahan, tingkat keakutan masalah, ukuran kelompok yang ditargetkan, dan
dampak perilaku yang diharapkan.

Berdasarkan uraian mengenai konsep implenientast” kebijakan publik
diatas dapat disimpulkan bahwa imlementasi kebijakanpublik merupakan salah
satu tahapan dari proses kebijakan publik dpublic-policy process) yang bersifat
sangat penting untuk diperhatikan _.oleh pembuat keputusan. Bersifat sangat
penting disini karena bagaimanapufi‘baiknya suatu kebijakan apabila tidak
dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan
kebijakan tidak akan<bisa.drvujudkan. Demikian juga sebaliknya, bagaimanapun
baiknya persiapan™dan perencanaan implementasi kebijakan, apabila tidak
turumuskan..derngan baik maka tujuan kebijakan juga tidak bisa diwujudkan.
Sebagaisuatu proses, impelementasi melibatkan sejumlah sumber sebagai sarana
penunjangnya seperti dana, sumber daya manusia dan kemampuan organisasional
baik pemerintah maupun swasta. Menurut Widodo (2007:88) “pelaksanaan
kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (outputs), dampak
(outcomes), dan manfaat (benefit) yang dapat dinikmati oleh sekelompok sasaran

(target groups)”.
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2. Sosialisasi Kebijakan Publik

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan
atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah
kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai
teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi
diajarkan  peran-peran  yang harus  dijalankan{~,0leh  individu
(http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi). Berdasarkari®, jeriisnya, sosialisasi
dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (daftani)keluarga) dan sosialisasi
sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffrnan (2006:15) kedua proses
tersebut berlangsung dalam institusi totat, yaitu tempat tinggal dan tempat
bekerja. Dalam kedua instit(Si,tersebut, terdapat sejumlah individu dalam
situasi yang sama, terpisah dafi masyarakat luas dalam jangka waktu kurun
tertentu, bersamassamd rmenjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara
formal. Peter\ s Berger dan Luckmann (2002:64) mendefinisikan sosialisasi
primer.sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan
belajar ~ menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer
berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke
sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga.
Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di
sekitar keluarganya, pada tahap ini peran orang-orang yang terdekat dengan
anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi

secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan
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oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota
keluarga terdekatnya. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi
lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam
kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah
resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi
suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi,
seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang,lama. Setiap kelompok
masyarakat mempunyai standar dan nilai .yarig berbeda. contoh, standar
apakah seseorang itu baik atau tidak .di “sékolah dengan di kelompok
sepermainan tentu berbeda. Di sekolah,” misalnya, seseorang disebut baik
apabila nilai ulangannya di ‘atas.tujuh atau tidak pernah terlambat masuk
sekolah. Sementara di-kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila
solider dengan tefman-atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun
tidak terlepas\dari‘tipe sosialisasi yang ada.
a. Saesialisasi Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang

menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di

sekolah dan pendidikan militer.
b. Sosialisasi Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang

bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub,

dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.
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Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah
kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang
berlaku di lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah,
seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru
dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses
sosialisasi. dengan adanya proses soialisasi tersebut, siswa»akan disadarkan
tentang peranan apa yang harus ia lakukan. ‘Siswa” juga diharapkan
mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk meniial dirinya sendiri. Misalnya,
apakah saya ini termasuk anak yang<baik ‘dan disukai teman atau tidak?
Apakah perliaku saya sudah pantas atau‘tidak ?. Meskipun proses sosialisasi
dipisahkan secara formal dan “informal, namun hasilnya sangat sulit untuk
dipisah-pisahkan karena“individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan
informal sekaligus.

IImu ‘sosiologi membagi sosialisasi menjadi dua pola: sosialisasi
represif.._dan” sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif (repressive
socialization) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan.
Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi
dalam hukuman dan imbalan. Penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua.
Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi
perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang
tua, dan peran keluarga sebagai significant other. Sosialisasi partisipatoris

(participatory socialization) merupakan pola di mana anak diberi imbalan
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ketika berprilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik.
Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan
pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi
adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi generalized other.
George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui
seseorang dapat dibedakan menlalui tahap-tahap sebagai berikut :
- Tahap persiapan (Preparatory Stage)
Tahap ini dialami sejak manusia dilakhirkan, saat seorang anak
mempersiapkan diri untuk mengendl «dunia sosialnya, termasuk untuk
memperoleh pemahaman tentang diri.*Pada tahap ini juga anak-anak mulai
melakukan kegiatan meniru, meSki tidak sempurna. Contoh: Kata "makan™
yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "mam®.
Makna kata teréebut.juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan
anak memahami-Secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan
yang-dialamiinya.
- Tahap meniru (Play Stage)
Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan
peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai
terbentuk kesadaran tentang siapa diri dan siapa nama orang tuanya,
kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang
dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak.

Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang
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lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial
manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang
tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan
dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi
seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti
(Significant other)
- Tahap siap bertindak (Game Stage)
Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran
yang secara langsung dimainkan {sendiri” dengan penuh Kkesadaran.
Kemampuannya menempatkan_diri pada posisi orang lain pun meningkat
sehingga memungkinkan, adanya” kemampuan bermain secara bersama-
sama. Dia mulai menyadari“adanya tuntutan untuk membela keluarga dan
bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi
semakin_ banyak” dan hubunganya semakin kompleks. Individu mulai
berhwbungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-
peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai
dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma
tertentu yang berlaku di luar keluarganya.
- Tahap penerimaan norma kolektif (Generalized Stage/Generalized other)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat
menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain,

ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi
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dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari
pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama--bahkan dengan orang lain
yang tidak dikenalnya-- secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri
pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.
Pendapat Charles H. Cooley Cooley lebih menekankan peranan
interaksi dalam teorinya. Menurut dia, Konsep Diri (selficoncept) seseorang
berkembang melalui interaksinya dengan orang lainxSesudtu yang kemudian
disebut looking-glass self terbentuk melalui tigastahapan sebagai berikut.
1. Kita membayangkan bagaimana kita{di-mata orang lain.
Seorang anak merasa dirinya.sebagai anak yang paling hebat dan yang
paling pintar karena sang ;adak memiliki prestasi di kelas dan selalu
menang di berbagai-lomba:
2. Kita membayéangkanbagaimana orang lain menilai Kita.
Dengan paridérigan bahwa si anak adalah anak yang hebat, sang anak
membayangkan pandangan orang lain terhadapnya. la merasa orang lain
selelu memuji dia, selalu percaya pada tindakannya. Perasaan ini bisa
muncul dari perlakuan orang terhadap dirinya. Misalnya, gurunya selalu
mengikutsertakan dirinya dalam berbagai lomba atau orang tuanya selalu
memamerkannya kepada orang lain. Ingatlah bahwa pandangan ini belum
tentu benar. Sang anak mungkin merasa dirinya hebat padahal bila

dibandingkan dengan orang lain, ia tidak ada apa-apanya. Perasaan hebat
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ini bisa jadi menurun kalau sang anak memperoleh informasi dari orang
lain bahwa ada anak yang lebih hebat dari dia.

3. Bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut.
Dengan adanya penilaian bahwa sang anak adalah anak yang hebat, timbul
perasaan bangga dan penuh percaya diri.

Ketiga tahapan di atas berkaitan erat dengan tedfiylabeling, dimana
seseorang akan berusaha memainkan peran sosial sesuai,dengan apa penilaian
orang terhadapnya. Jika seorang anak dicap_'rakal’’y’maka ada kemungkinan
ia akan memainkan peran sebagai "anak/nakal'’’sesuai dengan penilaian orang
terhadapnya, walaupun penilaian itu belum tentu kebenarannya.

Dalam proses sosialisasi.tiperlukan pihak-pihak yang memainkan
peran sosialisasi, dimana agen sosialisasi ini adalah pihak-pihak yang
melaksanakan atdu smelakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang
utama, yaitu\ kKeifuarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga
pendidikan sekolah.

Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak
selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga mungkin saja
berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen
sosialisasi lain. Misalnya, di sekolah anak-anak diajarkan untuk tidak
merokok, meminum minman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang
(narkoba), tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman

sebaya atau media massa.
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Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang
disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya
saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi
dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh
agen sosialisasi yang berlainan.

- Keluarga (kinship)

Bagi keluarga inti (nuclear family) agen sosialisasi meliputi ayah, ibu,
saudara kandung, dan saudara angkat yarig/belum menikah dan tinggal
secara bersama-sama dalam suatu #4umah, Sedangkan pada masyarakat
yang menganut sistem kekerabatan diperluas (extended family), agen
sosialisasinya menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja
terdiri atas beberapa, keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan
bibi di sampingyanggota keluarga inti. Pada masyarakat perkotaan yang
telah padatpenduduknya, sosialisasi dilakukan oleh orang-orang yang
beradawdiluar anggota kerabat biologis seorang anak. Kadangkala terdapat
agerrsosialisasi yang merupakan anggota kerabat sosiologisnya, misalnya
pengasuh bayi (baby sitter). menurut Gertrudge Jaeger peranan para agen
sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal sangat besar karena
anak sepenuhnya berada dalam ligkugan keluarganya terutama orang
tuanya sendiri.

- Teman pergaulan
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Teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama Kali
didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada
awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat
rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses
sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada
masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak™yherperan dalam
membentuk kepribadian seorang individu. Berheda dengan proses
sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan /hubungan tidak sederajat
(berbeda usia, pengalaman, dan péranan), sosialisasi dalam kelompok
bermain dilakukan dengan cara menipelajari pola interaksi dengan orang-
orang yang sederajat dengan.dirinya. Oleh sebab itu, dalam kelompok
bermain, anak dapat mempelajari peraturan yang mengatur peranan orang-
orang yang, &eaudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai
keadilan.
- Lembagapendidikan formal (sekolah)

Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling
berpengaruh.  Menurut Dreeben, dalam lembaga pendidikan formal
seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga
dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (independence),
prestasi (achievement), universalisme, dan kekhasan (specificity). Di

lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya
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dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar
tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Media massa
Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat
kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film).
Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kudiitas dan frekuensi
pesan yang disampaikan. Contoh : Penayangarsiklan” sekolah gratis di
televisi sebagai program pemerintah dalam pembangunan di bidang
pendidikan nasional.
- Agen-agen lain
Selain keluarga, sekolah, kelefmpok bermain dan media massa, sosialisasi
juga dilakukan oleh™institusi agama, tetangga, organisasi rekreasional,
masyarakat, dan-lingkungan pekerjaan. Semuanya membantu seseorang
membentuk pandangannya sendiri tentang dunianya dan membuat
presepsi “mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas
dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengaruh-pengaruh agen-agen ini

sangat besar. (Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi).

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pendapat para ahli diketahui bahwa, kebijakan publik
memiliki banyak makna yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa variasi.

Beberapa variasi yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan publik salah
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satunya yang dipakai adalah dari aspek kedalaman yang mencakup kebijakan
sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajement, kebijakan sebagai
intervensi pemerintah, kebijakan sebagai democratic governanace. Berdasarkan
variasi kebijakan publik yang tersebut, maka kebijakan BOS termasuk ke dalam
klasifikasi kebijakan sebagai democratic governance karena di dalam membuat
kebijakan pemerintah/negara berinteraksi dengan masyarakat/Sehingga terdapat
suatu relasi diantaranya dalam mengatasi persoalan publik. Konsep berfikir
demikian sejalan dengan tujuan umum kebijakan BOS yang merupakan salah satu
kebijakan publik oleh pemerintah dalam niengatasi masalah dibidang pendidikan,

Sebagai salah satu kebijakari.pablik di bidang pendidikan, pedoman BOS
tersebut memberikan pedomarihataupun arahan mekanisme secara jelas dan rinci.
Pedoman yang mengatur-Secara jelas dan rinci ini mengartikan bahwa, program
BOS telah dipersiapkan pemerintah dengan matang karena telah dilengkapi
dengan pedoman implementasi BOS untuk menghindari kesalahan dan kelemahan
sebagai, salah satu produk dari kebijakan publik bidang pendidikan. Suatu
kebijakan publik yang sudah dirancang dengan pertimbangan yang lengkap
seperti kebijakan BOS ini masih dihadapkan dengan persoalan proses
implementasi atau kenyatan yang senyatanya terjadi di lapangan. Kenyataan yang
ada berdasarkan asumsi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik tidak

akan terlepas dari realitas berupa kendala atau hambatan, demikian juga dalam
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perjalanan program BOS sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 bukanlah hal
mudah untuk dapat terimplementasi dengan baik. Berdasarkan asumsi ini, selama
kurun waktu tersebut perjalanan program BOS sudah tentu juga mengalami
hambatan dan kendala seperti terjadinya ketiadksesuaian dengan pedoman BOS.
Hal ini mungkin bisa terjadi dikarenakan kesalahan dalam penafsiran terhadap
program BOS itu sendiri dan juga sumber daya manusial pelaksana BOS yang
harus mungkin tidak memiliki kemampuan manajemen’ yang baik, sehingga
program BOS tidak dapat dikelola sesuai dengan‘ketentuan yang tertera didalam
Pedoman BOS.

Menurut Lester (1987:57).bafiwa implementasi dapat dikonseptualisasikan
sebagai suatu proses (conversien),” suatu keluaran (output), dan sebagai suatu
akibat (outcome). Sebdgai sygatu proses dimaksudkan bahwa, implementasi adalah
serangkaian keputusan” atau tindakan untuk menempatkan suatu keputusan
legislative-kevdatam suatu akibat atau efek, maka karakteristik esensial proses
implemeniasi adalah kinerja (performance) yang tepat waktu dan memuaskan.
Dari sudut pandang keluaran (output), implementasi menyangkut ketercapaian
sasaran (goals). Akhirnya pada tingkat abstraksi tertinggi, implementasi sebagai
akibat (outcome) memuat perubahan terukur pada masalah yang menjadi sasaran
program. Berdasarkan teori tersebut, kebijakan pendidikan melalui penyaluran

dana BOS tergolong tipe distributif. Sebagai suatu tipe kebijakan distributif yang
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ditandai oleh “economic development and training, education and equel right.”
(Ripley dan Frankiln, 1987:57), maka yang dilakukan dalam kebijakan ini adalah
pengalokasian dana BOS dari pemerintah melalui PKPS-BBM kepada masyarakat
yang tidak mampu agar dapat mendorong anaknya untuk bersekolah.

Konteks Implementasi kebijakan BOS berdasarkan teori yang dikemukaan
oleh Van Metter dan Horn dapat diartikan bahwa, kebijakan BOS sebagai suatu
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (aparat negata/kemponen terkait) yang
ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan program-BOS yang telah digariskan
sebagai suatu kebijakan publik. Hal <demikian mengartikan bahwa di dalam
proses mengimplementasikan program’/ BOS terdapat tahap-tahap yang harus
dilewati, dan sudah pasti akan“ditemui faktor-faktor baik penghambat maupun
pendukung dalam Jroses” pengimplementasiannya.. Implementasi program
penyaluran dana, BOS sebagai suatu kebijakan distributif tidak akan ditemui
kelompoks.yany~ dirugikan secara langsung, tetapi tidak berarti bahwa
implemeniasinya dipastikan lancar. Sekalipun tindakan kebijakan dirancang
sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut
dapat diwujudkan, ini dapat disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para
pembuat kebijakan maupun pendesain program. Tergantungnya implementasi
yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin juga karena

pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak dapat diramalkan
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sebelumnya. Sebagai acuan dalam evaluasi dan koreksi suatu kebijakan publik,
pemerintah selaku pembuat kebijakan ingin agar tujuan kebijakannya tercapai,

maka ia berkepentingan untuk menjaga proses implementasi sebaik mungkin.

C. Definisi Operasional

Cara untuk menghindari salah pengertian antara penulis dengan pembaca,
maka penulis mengangap perlu menjelaskan uraiah-uraian diatas secara
operasional. Ashari dkk (1991:26) menyatakangbahwa” “defenisi operasional
adalah pengertian dalam suatu konsep yangsdajpat diukur, oleh karena itu perlu
didefinisikan secara operasional”. Berdasarkan pengertian definisi operasional
tersebut, maka kesimpulan penulis_tentang definisi operasional dalam penelitian
ini adalah pengukuran bagaimana tingkat implementasi kebijakan Bantuan
Operasional Sekolah ABOS)dengan Buku Panduan BOS 2009 pada Sekolah
Menengah Pertama” Megeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
Adapun tingkat, kesesuaian yang dimaksud diukur melalui indikator mekanisme
penargetan, pendataan, alokasi, penyaluran, penyerapan dana BOS, dan sosialisasi
Program BOS. Selanjutnya dari hasil penelitian dapat diketahui juga faktor
penghambat serta pendukung implementasi kebijakan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS). Pengertian masing-masing konsep tersebut sebagai berikut :
1. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu tahapan
kegiatan penerapan atau pelaksanakan kebijakan pemerintah dalam membantu

pendanaan pembangunan pendidikan nasional yang bertujuan ingin

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40848.pdf
44

memberikan pemerataan, kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan bagi

seluruh masyarakat Indonesia. Implementasi Program Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) diukur dari :

- Mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS, yaitu tahapan
dalam penetapan kebijakan dalam pengelolaan dana untuk suatu kegiatan
atau program yang dilakukan oleh pihak management atau yang
berwenang dalam pengambil keputusan.

- Sosialisasi Program BOS, yaitu suatu proses pengenalan dan penanaman
nilai-nilai kebijakan Program BOS{melatui interaksi dengan orang lain
atau melalui lembaga tentang. cara berpikir, merasakan, bertindak dan ,
menerima nilai-nilai, dengap-Harapan akan menghasilkan suatu kerjasama
atau penerimaan yangeefekdif.

- Mekanisme penyaluran dan penyerapan dana BOS, yaitu suatu proses
pendistribusiafy” dana ke rekening sekolah yang disesuaikan dengan
kemampuan pihak sekolah dalam memanfaatkan dana bantuan BOS yang
dilakukan oleh pihak management BOS.

2. Pedoman Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2009, yaitu suatu buku
pedoman yang mengatur cara-cara mengimplementasikan atau rincian
petunjuk pelaksanaan dan teknis kebijakan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2005- 2009. Indikator proses
implementasi yang ditetapkan dari pedoman BOS tersebut meliputi petunjuk

pelaksanaan dan teknis diantaranya :
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- Mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS.
- Mekanisme penyaluran dan penyerapan dana BOS.
- Sosialisasi Program BOS
Sebagai suatu simpulan pengertian mengenai pedoman BOS 2009 pada
dasarnya merupakan pedoman yang berisi aturan berupa standar pelaksanaan
dalam proses mengimplementasikan program BOS itu sendivi-

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan maka, aflur konsep definisi

operasional penelitian ini dapat digambarkan sehagaiberikut :

Kebijakan Program Pedoman BOS 2009
Bantuan Operasional (Juklak/Juknis)
Sekolah (BOS)
STANDAR
KONDISI FACTUAL Tingkat IMPLEMENTASI
Kesesuaian
Indikator Implementasi Indikator
- Mekanisme Pendrgetan, Program BOS | . \Mekanisme Penargetan,
Pendataan ‘dan\Alokasi Pendataan dan Alokasi
pana BOS: {1 | Damsos
- Mekanisniepenyaluran, - Mekanisme penyaluran,
pengambilan dan pengambilan dan
penggunaan dana BOS. penggunaan dana BOS.
- Sosialisasi Program - Sosialisasi Program
BOS BOS.

Faktor Pendukung dan
Penghambat Impelementasi
Program BOS

Gambar 2.2. Alur Konsep Definisi Operasional Penelitian
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METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat
untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang , dikemukakan dalam
penelitian. Menurut Hasan (2002:32) bahwa “desain, penelitian bertujuan untuk
melaksanakan penelitian sehingga dapat diperoleh/statu logika, baik dalam
pengujian hipotesis maupun dalam membuat kesimpulan”. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan desain pefnelitian” deskriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan berbagai sifuasi ~sebagaimana adanya. Menurut pendapat
Moleong (1992:18) "penelitian deskriptif adalah penelitian untuk melukiskan atau
menggambarkan séjumiah’variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang
diteliti tanpa“mempersoalkan hubungan antara variabel sebagai upaya eksploitasi

dan kenyatdan sosial”.

B. Informan Penelitian
Adapun subyek dalam penelitian ini adalah 5 (lima) Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Kelima
Sekolah Menengah Pertama tersebut yaitu : SMPN 1 Sengah Temila, SMPN 2

Sengah Temila, SMPN 3 Sengah Temila, SMPN 4 Sengah Temila, dan SMPN 5

46
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Sengah Temila. Data dalam penelitian ini bersumber dari informan yang terdiri
dari komponen terkait dalam proses pengimplementasian program BOS pada 5
(lima)  Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila
Kabupaten Landak. Komponen yang dimaksud meliputi aparat instansi Dinas
Pendidikan Kabupaten Landak, Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak, Kepala
Sekolah, Ketua Dewan Guru dan Ketua Komite Sekolah IMenengah Pertama
Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten landak: Jumlah informan
sebagai sumber data dalam penelitian ini sebadgaiterikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupdten Landak ( 1orang ).

2. Ketua Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak ( 1 orang ).

3. Kepala Sekolah (5 orang)

4. Ketua Dewan /Guru<5"orang)

5. Ketua Komite/Sekolah (5 orang).

C. Instrumen‘Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur
fenomena penelitian yang menghasilkan suatu data untuk dianalisis atau diberikan
suatu interpretasi sehingga mempunyai makna. Adapun instrumen Yyang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan hasil
observasi dan alat dokumentasi berupa kamera foto yang ditujukan kepada

beberapa informan.
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Kisi-kisi instrumen penelitian untuk mengetahui tingkat kesesuain
implementasi program kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan

Panduan BOS dapat dilihat dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No Variabel Indikator Teknik/Instrumen Sumber Data
1 2 3 4

1 | Mekanisme Penargetan, | - Tindakan/ keputusan - Telaah Dokumen - BukuPedoman
Pendataan dan Alokasi rapat - Wawencara/Redomen /Panduan BOS 2009
Dana BOS. - Penetapan SK alokasi wanancard - Kepala Dines

dana. -Ketia TIM
- Kesiapan data BOS. PKPSBBM
- Verifikasi data BOS.

2 | Mekanisme penyaluran, | - Kesiapan sarana -€laah Dokumen (Buku Pedoman/
pengambilan dan keuangan sekolah. - Wawancara/ Pedoman Panduan BOS
penggunaan dana BOS. - Verifikasi sarand wanancara 2009)

keuangan sekolalf: - Kepala Dines

- Tahapan dan Ketepatan -Ketia TIM

waktu pefiyalufan, PKPSBBM

- Keterlibatan dan -Kepala
kepriudahan-kemudahan Sekolah -Dewean Guru
lembjaga kéuangan. - Ketua Komite
-'Kepatasan rapat. Sekolah

- Pembelian barang dan

pembiayaan siswa.

3 | Sosialisasi Program - Kegiatan/Pertemuan - Telaah Dokumen (Buku Pedoman/

BOS (Work Shop), seminar. - Wawancara/Pedoman Panduan BOS

- Keterlibatan lembaga wanancara 2009/Daftar

pemerintah daerah. Kegiatan

- Publikasi media. Sosialisasi)

cetak/elektronik. - Kepala Dines

- Rapat/pertemuan. -Ketia TIM
PKPSBBM
-Kepala
Sekolah-Dewan Guru
- KetuaKomite
Sekolah

4 | Faktor pendukung dan - Kesiapan sarana/ -Wawancara/Pedoman - Kepala Dines
penghambat prasarana. wanancara -Ketia TIM
implementasi program - Kesiapan SDM. - Observasi/catatan PKPSBBM
BOS observasi -Kepala

Sekolah-DewenGuru
- Ketua Komite
Sekolah
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D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap pencatatan peristiwva atau
karakteristik pupulasi yang akan mendukung terjadinya suatu penelitian (Hasan,
2003:83). Tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini
adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang
dilakukan bersifat partisipan, dimana penulis ikut serta terlibat.dalam kegiatan
yang diamati. Selanjutnya pengamatan yang dilakukan” tersebut adalah
pengamatan yang bersifat bebas atau observasi tidak berstruktur terhadap proses
implementasi proram BOS di Sekolah Menrengah Pertama Negeri di Kecamatan
Sengah Temila Kabupaten Landak. Teknik observasi ini diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan dengan’ Sistematis terhadap fenomena-fenomena
kegiatan yang yang diteliti, (Hadi, 1986:136). Selanjutnya dengan teknik
wawancara secara €lahgsung terhadap informan menggunakan pedoman
wawancara (Arikuntg,1993:243). Pedoman wawancara yang digunakan berupa
susunan pertanyadan yang langsung dinyatakan kepada informan dalam bentuk
pertanyaan-berstruktur sehingga data yang diharapkan dapat lebih terarah kepada
tujuan penelitian. Untuk melengkapi data hasil penelitian digunakan juga teknik
dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari
data-data yang berhubungan dengan implementasi program BOS berupa surat-
surat, catatan-catatan, buku-buku dan laporan-laporan tertulis. Menurut Hasan

(2002:87), studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak
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langsung ditujukan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen yang dipelajari
dan dijadikan suatu pembuktian atas suatu kondisi yang terjadi.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokan menurut
sumber pengambilannya yang terdiri dari data primer dan data sekunder, menurut
waktu pengumpulannya terdiri dari data kerat lintang (coss section), menurut
sifatnya merupakan data kualitatif (tidak berbentuk bilangan) dan menurut
pengukurannya merupakan data nominal yakni data, “yang dikelompokkan
berdasarkan kategori tertentu yang perbedaannya hanya-menunjukkan perbedaan

kualitatif (Hasan, 2003:83).

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam, suatt penelitian merupakan tahap proses
mengorganisasikan dan mefngurutkan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan
uraian dasar sehinggas dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu
pendapat seperti~yang disarankan oleh (Moleong, 1990:103). Selain itu Nasution
(1988:127)\, juga mengemukakan bahwa “menyusun data  berarti
menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori. Tafsiran artinya
memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari
hubungan antara berbagai konsep”.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data yang bersifat
kualitatif, dimana data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan Klasifikasi,

analisis, dan interpretasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Menurut Hasan
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(2003:98) “analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan model
matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya”.
Adapun sumber data analisis kualitatif ini diperoleh dari sumber data primer dan
data sekunder, dimana data primer dianalisis dengan mengembangkan ke teori
yang relevan, dan penafsiran hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada
teori yang sesuai. Begitu pula analisis yang sama dilakukan- terhadap data
kualitatif yang berasal dari sumber sekunder yang akan menjadi pelengkap data
primer.

Proses kategorisasi dan klasifikasi data-ilaksanakan secara bertahap atas
jawaban informan yang dilanjutkan @erigan interpretasi data kualitatif. Interpretasi
data merupakan penjelasan yang terinci tentang arti sebenarnya dari data yang
dianalisis atau dipaparkar, yang bertujuan untuk mencari keseimbangan suatu
penelitian dan miepghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau
menjelaskan, (Hasan, 2003:138). Berdasarkan pendapat tersebut, interpretasi data
penelitiany ini meliputi proses penafsiran dan penyusunan kesimpulan yang
berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian.
Selanjutnya, pembahasan dilaksanakan dengan menilai tingkat kesesuaian hasil
wawancara dengan informan terhadap pedoman BOS dalam kerangka sebagai

acuan proses implementasi acuan program BOS.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Bertolak dari hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,
dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada kesesuaian implementasi kebijakan Program

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan pedoman BQS 2009° pada Sekolah

Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temilay Kabupaten Landak. Hal

demikian dapat dibuktikan dari hasil temuan mengenal mekanisme penargetan,

pendataan, penyaluran, pengambilan dan pepggunaan dana BOS yang sudah berjalan
sejak tahun 2005 sampai tahun 2009¢ proses” implementasi selama empat tahun
tersebut sudah menunjukkan indikasi/bahwa program BOS dapat terimplementasi
pada Sekolah Menengah Pertanmia, Négeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten

Landak. Walaupun adanya/berbagai kendala terutama pada tahap pertama Program

BOS tahun 2005 diluncdrkan, namun pada tahun-tahun selanjutnya implementasi

Program BOS_dapat berjalan dengan lebih lancar dari sebelumnya. Berdasarkan

indikator “yang “dipergunakan untuk mengukur implementasi tersebut, dirincikan

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada Sekolah
Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sejak
tahun 2005-2009 sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi (panduan
BOS). Walapun ada kecenderungan pihak pengelola dana BOS yang menargetkan

program BOS bagi semua siswa tanpa ada penilaian karakteristik miskin

137
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merupakan kesepakatan bersama dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan
kecemburuan sosial. Pendataan siswa secara keseluruhan untuk diajukan sebagai
penerima program BOS juga disebabkan adanya tingkat kesulitan dalam
menentukan karakteristik siswa miskin karena kondisi demografi penduduk
daerah ini sebagian besar tergolong ke dalam kelompok yang tidak mampu dalam
bidang ekonomi.

2. Mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah
Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengab. Temild Kabupaten Landak
sejak tahun 2005-2009 sudah sesuai dengawW peddman standar implementasi
(panduan BOS). Penyaluran atau distribusi, dana BOS ini dilaksanakan oleh
Satker Propinsi melalui lembaga penyalur yang ditunjuk dan disalurkan langsung
ke rekening sekolah berjalan dangartdan dana diterima secara utuh oleh pihak
sekolah.

3. Sosialisasi Program, BOS-pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan
Sengah Temila Kabupdten Landak pada saat pertama kali dilakukan tahun 2005
mengalami_harnbatan-hambatan atau dapat dikatakan berjalan kurang optimal.
Namun, dalam perjalanannya sampai tahun 2009 ini sudah berjalan secara lebih
optimal walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjangnya.
Kondisi demikian didukung oleh peran semua pihak baik dari Tim Manajemen
BOS Kabupaten, penyalur dana, dan pihak sekolah serta peran serta Komite
Sekolah sudah menunjukkan suatu kerjasama yang baik sesuai prosedur yang

telah digariskan dalam Panduan BOS.
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4. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan BOS pada Sekolah
Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak di
antaranya (1) pengalaman manajemen sekolah yang cukup memadai karena pihak
sekolah sudah pernah menjalankan program-program bantuan sekolah lainnya, (2)
respon positif dari masyarakat Sengah Temila terhadap kebijakan BOS dengan
tidak adanya penolakan khususnya oleh pihak sekolah dan anggota
masyarakatnya, dan (3) birokrasi kebijakan pemerintah, dalam penyaluran dan
pengelolaan dana langsung ditangani oleh pihak sekolah/sehingga birokrasi dan
koordinasi pelaksanaannya tidak terlalu rumit. /Sedangkan faktor-faktor yang
menghambat implementasi kebijakan BOS¢pdda Sekolah Menengah Pertama
Negeri Kecamatan Sengah Temila”Kabupaten Landak tidak sampai menjadi
faktor penghambat yang justeru dapatinenggagalkan implementasi program BOS
itu sendiri. Pada umumpya faktor-faktor penghambat tersebut hanya dijumpai
pada saat pertama “program BOS diluncurkan tahun 2005, namun seiring
perjalanan waktu\faktor-faktor penghambat tersebut dapat teratasi. Adapun faktor-
faktor yang“cenderung menjadi penghambat tersebut seperti : (1) kurang
tersedianya waktu yang cukup pada awal pertama kali diluncurkannya program
BOS pada tahun 2005, (2) kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam
implementasi kebijakan BOS, dan (3) kurangnya partisipasi instansi pendukung
seperti LSM dan Media Daerah yang cenderung bersifat profit oriented,
sedangkan kebijakan BOS tidak atau kurang menyediakan pendanaan yang cukup
untuk sosialisasi. (4) ketidak pedulian masyarakat terhadap program BOS,

sehingga tidak jarang dijumpai orang tua siswa yang tidak tahu sama sekali
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mengenai program BOS (5) adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung
membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan
operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke
berbagai pihak. Sedangkan faktor—faktor penghambat yang masih dijumpai
berdasarkan hasil temuan saat penelitian yaitu kurang mendukungnya kondisi
geografis seperti letak sekolah yang sulit ditempuh dan jauh dari pusat kota

kabupaten dan transportasi jalan yang kurang memadai.

B. Saran

Mengacu kepada simpulan yang telal’ditngkapkan tersebut di atas, secara
umum implementasi Program Operasional” Sekolah (BOS) pada Sekolah
Menengah Pertama Negeri Kecamatan/Sengah Temila Kabupaten Landak yang
sudah sesuai dengan pedornan standar implementasi (panduan BOS) masih
memerlukan berbagai peryempurnaan baik secara konseptual maupun teknis, agar
manfaat program gdapatilebih optimal. Secara spesifik berdasarkan hasil penelitian
ada beberapasarah yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini sebagai

berikut ¢
1. Kesesuain mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada
Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten
Landak perlu lebih ditingkatkan lagi dengan menggali potensi sumber daya
yang ada. Penargetan siswa penerima program BOS yang cenderung diberikan
sebagai subsidi umum perlu tetap dipertahankan, sehingga semua murid baik
siswa miskin maupun siswa yang tidak miskin hampir sama menerima

manfaatnya. Mekanisme penargetan seperti ini dinilai sesuai dengan kondisi
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daerah dan pada saat pendataan mereka tidak memiliki acuan tetap mengenai
standarisasi siswa miskin disertai alasan untuk menghindari kecemburuan
siswa didaerah tersebut yang sebagian besar memang berasal dari keluarga
yang kurang mampu perekonomiannya. Khususnya dalam hal pemutakhiran
data, pihak manajemen bos memerlukan adanya Bimbingan Teknis ataupun
pelatihan secara mendalam dan berkelanjutan terhadap penguasaan aspek
teknis dan teknologi sehingga didapatkan data yang lebih akarat dan sasaran
BOS lebih tepat pada sasarannya.

2. Kesesuaian mekanisme penyaluran, penggaimbilari-dan penggunaan dana BOS
pada Sekolah Menengah Pertama ANegeridi Kecamatan Sengah Temila
Kabupaten Landak perlu terus.~ditingkatkan lagi, terutama mengenai
mekanisme penunjukkan/lembaga penyalur yang sudah dilakukan secara
terbuka dan tidak @ilakukan secara sepihak tetap harus dipertahankan.
Disamping itu/periu juga dipertimbangkan pembentukan lembaga keuangan
seperti bank-desa’yang ditunjuk untuk menyalurkan dana BOS sehingga tidak
menamibah beban biaya dan waktu bagi sekolah dalam mencairkan dana.
Kondisi demikian diharapkan akan sangat memberikan kemudahan layanan
dan aksesibilitas bagi pihak sekolah. Selanjutnya dalam hal penggunaan dana
hendaknya pihak sekolah benar-benar secara meningkatkan transparansi
dengan melaporkan secara rinci penggunaan dana BOS yang dapat
dipertanggungjawabkan baik kepada Tim Monev maupun secara moralitas

kepada orang tua siswa. Apabila memungkinkan perlu juga adanya suatu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40848.pdf
142

wacana untuk mendirikan lembaga-lembaga penyalur dana BOS di tiap-tiap
wilayah terdekat sekolah seperti Bank Desa yang ditunjuk secara khusus
sebagai lembaga penyalur sehingga pihak sekolah mendapat kemudahan-
kemudahan dalam pencairan dana bos tersebut.

3. Sosialisasi Program BOS di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak
sejak tahun 2005-2009 dengan ketidaktersediaan dana sosfalisasi serta kurang
mendapatkan dukungan secara langsung dari pemerintafi deaerah, pada tahap-
tahap lanjutan perlu mendapat dukungan secafa’nyata dalam mensukseskan
implementasi program BOS. Bentuk dukungan-nyata yang dapat dilakukan
berupa bantuan sarana dan prasarana njaupun pendanaan yang mungkin
dianggarkan pada Rencana Anggdran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
Pemerintah Daerah Kabupaten tandak juga dapat mensinergikan ataupun
mengkoordinasikan Seriua lembaga pemerintahan maupun swasta seperti
pihak Kepolisidn, (fungsi pengamanan), RRI - TVRI Daerah Kalbar (fungsi
penyiaran)yl.embaga Perbankan (fungsi distribusi dana), dan sebagainya
melalui “kégiatan yang bersifat rutin seperti workshop dan seminar untuk
mertddkung agar program BOS benar-benar tersosialisasi di Kabupaten
Landak. Disamping itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dari LSM,
dunia swasta/wirausaha dan pihak-pihak yang peduli pendidikan didaerah
setempat untuk membuat pencitraan yang baik terhadap program BOS yang
sedang berjalan, demi suksesnya pembangunan bidang pendidikan. Karena

dengan adanya keberhasilan implementasi program BOS di Kabupaten
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Landak memungkinkan akan memberikan kontribusi positif dalam setiap
aspek pembangunan lainnya didaerah tersebut.

4. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan BOS di Sekolah
Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak
perlu terus ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan lanjutan program BOS
dapat lebih mendukung proses implementasinya. Sebaliknya dengan faktor-
faktor yang menghambat implementasi kebijakan BQS_perld menjadi bahan
pertimbangan untuk dicarikan solusinya sehingga, tidak menjadi masalah yang
berlarut-larut dalam proses penyempurngan__implementasi program BOS
tahapan selanjutnya.

5. Implementasi program BOS secdra.nasional sejak tahun 2005 sampai tahun
2009 bagi siswa SD dan SLTP yang menunjukkan standar keberhasilan dan
manfaatnya langsung~dirasakan oleh siswa penerima BOS perlu terus
dilanjutkan pada tabun-tahun berikutnya, sehingga capaian khusus APK 100%
dan keberhasilanfembangunan bidang pendidikan nasional di setiap wilayah
termasuks, juga Kabupaten Landak benar-benar dapat terwujudkan.
Berdasarkan keberhasilan capaian tersebut, pemerintah perlu juga
mempertimbangkan masukan untuk mengimplementasikan program BOS
pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

dimasa yang akan datang.
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Lampiran - |

PEDOMAN WAWANCARA

1. ldentitas Informan
Nama e e e
Jenis Kelamin . Laki-laki / Perempuan
Jabatan e
Alamat X

2. Pertanyaan Penangung Jawab / Ketua Tim BOS :
a. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasisdana BOS ?
b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS.?
c. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan tdah penggunaan Dana BOS ?
d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukungimplementasi program BOS ?

3. Pertanyaan untuk Kepala Sekolah melipud,:
a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
b. Bagaimana proses sosialisasi programrBOS ?
c. Bagaimana proses penggunaan Dana.BOS ?
d. Apa faktor-faktor yang menghiambat'dan mendukung implementasi program BOS

4. Pertanyaan untuk Dewan Gudru meliputi :
a. Apakah dalam program.penggunaan dana BOS di sekolah sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlakor?
b. Bagaimana proses sesialisasi program BOS ?
c. Bagaimana fpenyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
d. Apa fakter-fakter yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

5. Pertanyaan.ydntuk Ketua Komite Sekolah meliputi :
a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
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Lampiran - 11

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Penanggung Jawab Program BOS 2009 Kabupaten Landak

1. Identitas Informan 1

Nama o Lk

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan : Penanggung Jawab Program BOS
Alamat . Kab.Landak

2. Pertanyaan
a. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, damglokasi dana BOS ?
Jawab :

- Mekanisme penargetan terhadap.sekolah=-sekolah penerima dana BOS dimulai
dengan memberikan informasi.keépada semua pihak sekolah tingkat SD dan
SMP / setara tentang adanya, pragram BOS, selanjutnya kepada pihak sekolah
dijelaskan bahwa semudisekolah tersebut berhak mengajukan diri sebagai
penerima dana BOS dengan adanya kelengkapa data siswa yang akan menerima
dana BOS.

- Pendataan awal<difakukan terhadap sekolah dilakukan oleh Tim Manajemen
BOS Kabupdten ‘terhadap jumlah sekolah yang ada diwilayah kerjanya.
Sedangkan pendataan siswa dilakukan oleh pihak sekolah yang selanjutnya
menyerahkan data tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk
diverifikasi’dan dilaporkan kesesuaian tingkat kebutuhannya kepada Tim
Manajemen BOS Provinsi. Setelah semua data diserahkan kepada pihak
Manajemen BOS Provinsi, maka Tim Manajemen BOS provinsilah yang berhak
menentukan jumlah alokasi dana BOS untuk tiap kabupaten dan Kota.
Selanjutnya dalam proses ini terus diadakan koordinasi oleh Tim Manajemen
BOS Kabupaten dengan pihak Manajemen BOS Provinsi, pihak sekolah calon
penerima dana BOS dan lembaga penyalur dana BOS (Bank Kalbar Cabang
Pontianak).

- Sesuai dengan proses yang ada dalam Panduan BOS, maka dalam proses alokasi
dana kepada pihak sekolah penerima BOS ini disesuaikan dengan data yang
diajukan oleh pihak sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk
diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya diserahkan
kepada pihak TIM Manajemen BOS Pusat.

- Untuk proses penentuan pihak sekolah yang berhak menerima dana BOS
didasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten dan Dewan Pendidikan, dilampiri dengan Surat Perjanjian
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Pemberian Bantuan (SPBB) yang ditandatangani oleh pihak sekolah yang
diwakili oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diserahkan kepada pihak Manajemen
BOS Provinsi dengan tembusan kepada pihak penyalur (Bank Kalbar Cabang
Pontianak) dan pihak sekolah calon penerima dana BOS.

- Dalam menetapkan alokasi dana BOS untuk tiap sekolah didasarkan atas
pertimbangan 2 semester setiap tahunnya yang masing-masing berbeda. Dimana
setiap tahun dihitung satu anggaran dengan dua pengajuan data alokasi dana
disesuaikan dengan tiap semester tahunajaran baru.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

Jawab :

- Proses sosialisasi program BOS dilakukan melalui undérigan kedinasan Dinas
Pendidikan Kabupaten Landak kepada pihak sekolah yang diwakili oleh kepala
sekolah, bendahara sekolah, ketua komite sekolah, dalamhal ini dibagi menjadi
4 wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Ngabang,, Pahauman, Karangan dan
Darit/Sengah Temila). Dimana pertemuan tersébut-dihadiri oleh nara sumber
dari Manajemen BOS Provinsi, Lembaga/Renyalur (Bank Kalbar Cabang
Ngabang dan Bank Kalbar Pontianak); lceribaga Perpajakan, Kepolisian, dan
beberapa unsur Lembaga Swadaya Masyarakat setempat.

- Bentuk kegiatan sosialisasi adalah derigan penjelasan oleh pihak nara sumber
serta tanya jawab, dan juga membagikan buku Panduan BOS untuk dapat
dipelajari oleh pihak-pihak ‘yang hadir pada saat pertemuan dan pertemuan
tersebut diadakan sebanyal 1 kati setiap tahun anggaran dana BOS yang sedang
berjalan.

c. Bagaimana mekanisine‘penyaluran, pengambilan dan penggunaan Dana BOS ?

Jawab :

- Mekanisme \peayaluran dana BOS dilakukan secara bertahap olen TIM
Manajermen™BOS Provinsi melalui Bank Kalbar Pontianak (via Bank Kalbar
cabang-Ngabang). Tahapan tersebut dilalui tiap per 3 bulan.

- Secara‘umium dan rinci mengenai mekanisme penyaluran dan pengambilan dana
BOS.dilakukan sesuai mekanisme pada panduan BOS yang ada.

- Mengenai penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah hal tersebut sangat
bervariasi dan disesuaikan oleh masing-masing tingkat kebutuhan sekolah yang
juga tergantung pada saat pengajuan serta didasarkan pada kesepakatan dan
keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan
Komite Sekolah.

e. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
Faktor penghambat :
- Terkadang adanya Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS Sekolah yang

kurang cepat mengerti dalam mengartikan secara cermat maksud dan tujuan
program BOS, dalam hal ini diperlukan penjelasan yang lebih detail melalui
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jawaban yang diajukan oleh mereka mengenai bagaimana mekanisme
pelaksanaan program tersebut.

- Kesiapan dan ketepatan data yang dikumpulkan oleh pihak sekolah terkadang
kurang lengkap secara administratif padahal sudah diberikan petunjuk yang jelas
dari buku panduan BOS. Untuk itu pihak menajemen BOS tiap sekolah perlu
mempelajari secara baik panduan yang sudah diberikan.

- Dalam hal hal yang menghambat kelancara proses sosialisasi misalnya kurang
dan tidak adanya dukungan pendanaan sosialisasi yang dianggarkan dalam
program BOS sehingga pendanaan sosialisasi terpaksa dikeluarkan dari
anggaran dan sumber lain. Kurangnya dukungan lembaga swasta seperti media
periklanan surat khabar dan televise juga menjadi factor penghambat. Sebagai
suatu contoh pernah saya menghubungi pihak televise ‘Gagrah (TVRI Kalbar)
untuk berkoordinasi dalam proses sosialisasi program BOS; akan tetapi pihak
TVRI Kalimantan Barat membebankan biaya praermosi / iklan yang tidak
terjangkau, padahal sebagai bagian dari lembaga penyiaran  pemerintah
seharusnya ada dukungan yang terkoordinasi terhadap suksesnya program BOS
untuk diketahui masyarakat luas.

- Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak /Manajemen BOS Kabupaten (saya)
terbatas pada lintas structural pada pifiak ‘sekolah penerima dana BOS dan bukan
kepada pihak orang tua siswa, karena kKepada orang tua siswa sebagai penerima
langsung manfaat program BOS.i€yupakan tanggung jawab pihak sekolah.

- Kondisi wilayah sekolah yangterpencar dan sulitnya transportasi menuju lokasi
memerlukan waktu yangscukup lama dalam perjalanan, sehingga terkadang
inspeksi dan kunjungan ke lokasi sekolah jadi terhambat.

- Dalam tahapan penyaldran-dana BOS masih ada keterlambatan yang disebabkan
oleh beberapa fa€tor-teknis manajemen BOS Provinsi dan Pusat. Demikian juga
pelaporan peneriniaan dana BOS oleh pihak sekolah juga masih ada yang
terlambat sehingga secara administrative agak terlambat dalam prosesnya.

- Apabilaada’ pergantian pimpinan sekolah dan strukturnya cenderung
memerlukan sosialisasi ulang sebagai pemahaman prosedural panduan BOS, ini
dapat, juga merubah kebijakan internal pihak sekolah dalam manajemen dana
BOS.disekolahnya.

Faktor pendukung :

- Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS Sekolah diundang dalam setiap
pertemuan rata-rata semua hadir dalam pertemuan, ini menunjukkan indikasi
antusiasnya pihak sekolah dalam penyelenggaran pendidikan dan demi
kesuksesan program BOS.

- Adanya perubahan kinerja semua TIM Manajemen BOS dari tingkat Pusat
sampai sekolah yang menunjukkan peningkatan, karena sejak sosialisasi
pertama pada tahun 2005 sampai tahun 2009 pemahaman kerja semakin men
ingkat dan didukung oleh adanya perubahan-perubahan hal-hal teknis, demikian
juga semakin meluasnya pengetahuan masyarakat tentang program BOS.
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- Adanya dukungan sepenuhnya oleh pihak perbankan dan perpajakan sebagai
lembaga penyalur BOS yang juga terkait secara langsung mengenai distribusi
dana.

- Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen BOS Kabupaten (saya)
terbatas pada lintas structural pada pihak sekolah penerima dana BOS dan bukan
kepada pihak orang tua siswa, karena kepada orang tua siswa sebagai penerima
langsung manfaat program BOS merupakan tanggung jawab pihak sekolah.

- Kondisi wilayah sekolah yang terpencar dan sulitnya transportasi menuju lokasi
memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan, sehingga terkadang
inspeksi dan kunjungan ke lokasi sekolah jadi terhambat.
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B. Wawancara dengan Manajer Program BOS 2009 Kabupaten Landak

1. ldentitas Informan 2

Nama : S.Ng

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan : Manajer Program BOS Kabupaten landak
Alamat . Kab.Landak

2. Ketua Tim PKPS - BBM :
a. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi' danaBOS ?
Jawab :

- Penargetan bagi sekolah penerima dana BOS"dilakukan sesuai dengan tata cara
yang ditentukan dalam panduan BOS«{Tim PKPS-BBM beserta Kepala Dinas
Pendidikan mengadakan beberapa®, kali”/pertemuan yang membahas dan
mempelajri tentang panduan program/BOS, kemudian dilanjutkan dengan
memberikan kegiatan sosialisasi”Kepada pihak sekolah calon penerima dana
BOS serta menginstruksikanikepada pihak sekolah untuk mempersiapkan data-
data yang dibutuhkan/“selanjutnya data dari sekolah-sekolah  tersebut
diverifikasi dan diajukan, kepada Manajemen BOS Provinsi dengan disetujui
oleh Kepala Dinas_Pendidikan Kabupaten Landak.

- Melakukan pendataan sekolah tersebut meliputi pendataan jumlah sekolah dan
siswa berdasafkan kefas, jenis kelami dan kriteria siswa miskin.

- Menginstruksikan kepada sekolah calon penerima BOS untuk membuka
rekeninghatas nama seklah (bukan atas nama pribadi) bagi sekolah yang
memang-belum memiliki reeking sekolah.

- Setelaln jtu ada penunjukkan terhadap lembaga penyalur dana BOS kepada
witayah Kabupatenolen TIM BOS Provinsi sebagai penyalur resmi dana BOS
dalam hal ini Bank Kalbar Cabang Ngabang.

- TIM BOS Provinsi selanjutnya membetahukan kepada TIM PKPS-BBM
Kabupaten melalui lembaga penyalur bahwa dana BOS sudah tersedia
direkening masing-masing sekolah. Namun sebelum pemberitahuan ke sekolah-
sekolah, TIM PKPS-BBM Kabupaten berkoordinasi dengan lembaga penyalur
untukmelakukan kesesuaian dana yang disalurkan kerekening sekolah.
Kemudian barulah TIM PKPS-BBM kabupaten menyampaikan informasi
kesekola bahwa dana BOS sudah tersedia direkening sekolah.

- Tiap-tiap sekolah membuat RAPBS dan Rincian Penggunaan Dana BOS dan
atau menyampaikan laporan penggunaan dana BOS, kemudian apabila sekolah
memenuhi ketentuan, selanjutnya TIM PKPS-BBM menandatangani SP2B.

- Pihak sekolah (Kepala sekolah dan bendahara) dapat mencairkan dana langsung
ke penyalur.
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b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan beberapa kali pelatihan kepad apihak
sekolah oleh TIM PKPS-BBM kabupaten.

Selalu melakukan koordinasi dengan TIUM Manajemen BOS Provinsi dan
lembaga penyalur dana sekolah serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran
dana.

Mengundang para kepala sekolah, bandahara BOS sekolah, Komite Sekolah
untuk mengadakan pertemuan mengenai penjelasan tentang program BOS.
Membagikan buku panduan program BOS kepada masing-masing sekolah.

c. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan Dana BOS ?

TIM BOS Pusat menyampaikan alokasi dana BOs Kkepada tiap provinsi,
kabupaten/kota sesuai dengan dfat alokasi dana BOS “tiap“sekolah kepada TIM
BOS Provinsi.

Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukaristfiat permohonan pembayaran,
kemudian menerbitkan surat perintah mémbayar oleh unit terkait di Dinas
Pendidikan Provinsi, selanjutnya mengirimkan surat perintah membayar
dimaksud ke KPKN Provinsi.

KPKN Provinsi melakukan verifikasi “terhadap surat perintah membayar untuk
selanjutnya menerbitkan SP2D.

Dana BOS yang telah dic&@irkan’dari KPKN ditampung ke rekening Tim
Manajemen BOS Provingsi.yang selanjutnya dana disalurkan kerekening sekolah
melalui lembaga penyalur masing-masing wilayah.

f.  Apa faktor-faktor yarg mernghambat dan mendukung implementasi program BOS ?

Faktor penghambat ;

Kualifikasi_‘akademik pengelola dana BOS seperti Kepala Sekolah dan
Bendahara, BOS masih rendah (PGSLP, Diploma I, Diploma Il, dan SMA)
Budaya-kerja yang bersifat pasif atau tidak creative.

Komite'Sekolah seharusnya merupakan mitra sekolah tidak diberdayakan
sebagaimana pemberi pertimbangan , pendukung, pengawas dan mediator
penyelenggara pendidikan di sekolah.

Jauhnya wilayah masing-masing sekolah sarana transportasi yang buruk.

Faktor pendukung :

Tanggapan positif dari pihak sekolah calon penerima BOS, karena program
tersebut dinilai pihak sekolah akan sangat dengan memberikan bantuan kepada
sekolah dalam membebaskan biaya siswa.

Dalam koordinasi dengan pihak sekolah dilibatkan stake holdernya.

Tersedianya data yang akurat dari tiap sekolah.

Kehadiran kepala Sekolah dan stake holdernya dalam pertemuan.

Adanya dukungan dari pihak penyalur dana BOS.

Kesadaran dari pihak sekolah dan masyarakat akan manfaat program BOS bagi
siswa.
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C. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 3

Nama : Rml. S

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan . Kepala Sekolah SMPN 1 Sengah Temila
Alamat : SMPN | Sengah Temila

2. Pertanyaan

a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
- Dimulai dengan menyusun RAPBS persemester.
- Menyusun rincian penggunaan dana perjenis anggatan untuk setiap tri wulan.
- Menyerahkan SPJ triwulan sebelumnya.
- Mengambil rekomendasi dari Tim Manajefmen-BOS Kabupaten.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BQS ?

- Menghadiri undangan pertemuan dan®pelatinan dari Tim Manajemen BOS
Kabupaten

- Mempelajari buku panduan progeam BOS.

- Mengundang orang tua siswa ‘dan guru serta komite sekolah untuk menjelaskan
program BOS serta_meayaripaikan laporan kegiatan yang didanai program
BOS.

- Meminta masukan/kepada pihak guru dan Ketua Komite Sekolah tentang
program BOS yangrdilaksanakan.

c. Bagaimana fproses penggunaan Dana BOS ?
- Secara-pracedural sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan buku BOS.
- Melaporkan rincian dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
- Transparan lama laporan pertanggungjawaban dengan pihak sekolah (Komite
Sekolah, Guru dan orang tua siswa).
- Digunakan secara efektif dan efesien sesuai kebutuhan sekolah dan siswa.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
- Tidak ada hambatan yang berarti, akan tetapi masalah transportasi yang
terkadang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga setidaknya menita
waktu.
- Adanya dukungan dari peran serta masyarakat, guru, pembuktian tersedianya
sarana dan prasarana belajar yang baik, serta peran siswa.
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D. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 4

Nama . Anr.O
Jenis Kelamin . Laki-laki
Jabatan . Kepala Sekolah SMPN 2 Sengah Temila

Alamat

. Kec.Sengah Temila

2. Pertanyaan

b. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?

Proses penerimaan dana BOS dimulai dengansterlebih dahulu mendata
keperluan sekolah dan menyesuaikannya dengam panduang BOS selanjutnya
membuat RAPBS (RKAS) bersama-sama_dengan” dewan guru dan komite
sekolah.

Mempersiapkan rekening sekolah yang “diminta Tim Manajemen BOS
Kabupaten Landak.

Menyerahkan semua data dan menyertakan nomor rekening bank yang diminta.
Setelah beberapa lama, mungkin~tlalam proses ada pemberitahuan dari Tim
Manajemen BOS Kabupaten\Candak bahwa dana sudah ada direkening sekolah
dan siap untuk dicairkan.

Saya beserta bendahara‘sekolah mencairkan dana BOS di Bank yang ditunjuk
sebagai lembaga penyaiur {Sesuai rekening bank).

c. Bagaimana proses sesialisasi program BOS ?

Proses sosialisasiprogram BOS melalui pemberitahuan oleh Tim Manajemen
BOS Kabupaten Landak melalui undangan pertemuan ditingkat Kabupaten
dengan..dihadiri oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini disertakan juga
bendahara sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

Dalamyproses sosialisasi kami menerima penjelasan tentang program BOS dan
juga’diberikan buku panduan pelaksanaan program BOS.

Untuk mensosialisasikan program BOS kepada pihak orang tua siswa dilakukan
dengan mengadakan pertemuan yang dikoordinasikan dengan Ketua Komite
Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa yang hadir dalam
pertemuan.

Sebagai alat pengumuman dipasang spanduk tentang penjelasan adanya
program BOS yang diterima oleh sekolah, hal ini sesuai arahan dari Tim
Manajemen BOS Kabupaten Landak.

Pertemuan dengan orang tua siswa dilakukan dengan tatap muka dan
menjelaskan tentang RAPBS (RKAS) serta diumumkan dipapan pengumuman.

d. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
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- Dana BOS digunakan antara lain untuk membayar honor dan biaya transport
guru honor, guru piket, wali kelas, pengembangan diri, tambahan pelajaran
untuk kelas 3, barang habis pakai dan yang lainnya sesuai panduan BOS.

e. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?

- Tidak ada faktor yang dinilai sangat menghambat program BOS, semua berjalan
dengan baik sesuai panduan BOS.

- Faktor pendukung yang ada yakni adanya kerjasama yang baik antara pihak
terkait dan juga orang tua siswa.

- Adanya rekomendasi, artinya dengan dikeluarkannya rekomendasi dana BOS
semua siap digunakan oleh sekolah, sesuai dengan keperluan dalam RAPBS.

- Berjalan lancarnya pembuatan LPJ
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E. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 5

Nama : Yoh.O
Jenis Kelamin . Laki-laki
Jabatan . Kepala Sekolah SMPN 3 Sengah Temila

Alamat

. Kec.Sengah Temila

2. Pertanyaan

a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?

Mendata keperluan sekolah dan menyesuaikannya denganpanduang BOS
Membuat RAPBS (RKAS) sekolah.

Menyerahkan semua data dan menyertakan rekening sekolah yang diminta Tim
Manajemen BOS Kabupaten Landak.

Apabila ada pemberitahuan pencairan dana, dana langsung dicairkan.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS'?

Menghadiri undangan pertemuan-Tim-Manajemen BOS.

Mengikuti penjelasan tentangrprogram BOS dan menerima buku panduan
pelaksanaan program BOS.

Meilakukan pertemuans kooerdinasi dengan Ketua Komite Sekolah serta
melibatkan beberapa‘gtri dan orang tua siswa yang hadir dalam pertemuan.
Mengumumkan faenjelasan dana BOS yang diterima oleh sekolah.

Menjelaskan #entanig RAPBS (RKAS) serta diumumkan dipapan pengumuman.

c. Bagaimana fproses penggunaan Dana BOS ?

Digunakan '’ Secara bertahap sesuai pengajuan yang diusulkan dan tidak
menyimpang dari ketentuan panduan BOS.

d. Apa fakior-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?

Terkadang adanya tanggapan yang negatif dari dengan orang tua siswa namun
tidak terlalu berarti dan kurang baiknya sarana jalan yang dilalui menuju pusat
kota.

Faktor pendukung adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait dan juga
sebagian orang tua siswa.
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F. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 4 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 6

Nama : Agt. B
Jenis Kelamin . Laki-laki
Jabatan . Kepala Sekolah SMPN 4 Sengah Temila

Alamat

. Kec.Sengah Temila

2. Pertanyaan

a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?

Persiapan data siswa dan kebutuhan sekolah sekolafizyang dituangkan dalam
RAPBS (RKAS).

Menyerahkan semua data yang diminta Tim" Manajemen BOS Kabupaten
Landak.

Menunggu pemberitahuan pencairan dafias

Pencairan dana di bank.

b. Bagaimana proses sosialisasi programrBOS ?

Pertemuan dengan Tim Manajemén'BOS Kabupaten.

Menerima buku panduan/80Sidan mempelajarinya.

Mengadakan koordinasitdengan Tim BOS Sekolah dan Ketua Komite Sekolah
serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa.

Merancang tingkatkebutuhan sekolah dan kemungkinan penggunaan dana yang
diinginkan.

Memasang pengdmuman di papan pengumumanseputar program BOS.

c. Bagaimana.proses penggunaan Dana BOS ?

Dana, BOS digunakan sesuai dengan pengajuan yang diusulkan dan dapat
dipertanggungjawabkan serta tidak menyimpang dari ketentuan panduan BOS.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?

Tidak ada faktor penghambat.
Faktor pendukung adanya kerjasama yang baik semuapihak.
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G. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 5 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 7

Nama : Sny

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan . Kepala Sekolah SMPN 5 Sengah Temila
Alamat : Dusun Petai Desa Saham

2. Pertanyaan

a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
- Dimulai dengan menyusun RAPBS bersama Dewan'Guru.dan Komite Sekolah
- Mempersiapkan rekening sekolah
- Menyerahkan semua data dan menyertakan nomor rekening bank.
- Menunggu pemberitahuan bahwa dana BOS stap dicairkan.
- Pencairan dana BOS di Bank.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS'?
- Adanya undangan pertemuan..dan “pelatihan dari Tim Manajemen BOS
Kabupaten
- Mempelajari buku panduén program BOS.
- Menjelaskan dan memirta kepada pihak guru dan Ketua Komite Sekolah untuk
mengetahui program~BOS.

c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
- Dana BOS digunakan sesuai dengan RAPBS dan digunakan dengan baik.
- Melaparkanincian penggunaan dana.

d. Apa faktersfaktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
- Penyetoran pajak yang sulit dilakukan karena di ngabang belum ada lembaga
yang menerima pajak, terpaksa harus ke kota Pontianak.
- Belum tersedianya NPWP sekolah.
- Faktor pendukung yang ada yakni tanggapan yang baik dari orang tua siswa.
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H. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 1 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 8

Nama . Mts

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan : Dewan Guru SMPN 1 Sengah Temila
Alamat : Jalan Raya Senakin

2. Pertanyaan
a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakalisudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ?

- Berdasarkan yang saya ketahui bahwa program.BOS yang dilakukan di SMPN 1
Kecamatan Sengah Temila sudah sesuai dengan/panduan BOS yang berlaku.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS?

- Sosialisasi dilakukan dengan pengumiwimam di papan pengumuman tentang
program BOS, daftar siswa perieritha-dana BOS serta rincian penggunaan dana
BOS.

- Menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh
orang tua siswa.

- Mnyampaikan pesanspesan’singkat kepada siswa mengenai program BOS.

c. Bagaimana penyeQiaarrsarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?

- Sarana, ‘dan~prasarana yang ada setelah program BOS lebih baik dari
sebelumnya.

d. Apa faktgr-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

- Faktor yang menghambat adalah masih adanya kekurang pedulian siswa
terhadap program BOS ini terlihat sedikitnya jumlah wali siswa yang hadir pada
saat rapat dengan Komite Sekolah yang membicarakan program BOS.

- Tidak adanya dana tambahan untuk kegiatan program BOS seperti pada waktu
rapat atau pertemuan.

- Faktor pendukung adalah kesadaran dari pihak guru untuk mensukseska
program BOS

- Adanya semangat kerja dari guru karena tersedianya sarana dan prasarana kerja
yang lebih memadai.
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I. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 2 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 9

Nama . Diid

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan : Dewan Guru SMPN 2 Sengah Temila
Alamat . Keranji Birah

2. Pertanyaan

a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakaly sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ?

- Sejak adanya program BOS terlihat adanya kemajuari-kemajuan baik dari sarana
ataupun keringanan-keringanan pembiayaah siswa.

- Kesesuaian penggunaan dana BOS gecara® Keseluruhan tidak saya ketahui,
namun mungkin sudah sesuai dengariketentuan program BOS.

b. Bagaimana proses sosialisasi prograniBOS ?
- Memberikan pengumumam 'di”papan pengumuman tentang daftar siswa
penerima dana BOS.
- Menghadiri kegiatan~tapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh
orang tua siswa.
- Menyampaikahn pesan-pesan singkat kepada siswa mengenai program BOS.
c. Bagaimana fpenyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?

- Saramnasdan prasarana yang ada setelah program BOS lebih baik dari
sebelumnya.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
- Masih kurang pedulinya orang tua siswa terhadap program BOS.

- Saya tidak memahami secara menyeluruh peraturan program BOS.
- Yang pendukung adalah sarana kerja guru sudah lebih baik.
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J. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 3 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 10

Nama . Elth

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Dewan Guru SMPN 3 Sengah Temila
Alamat : Dusun Petai Desa Saham

2. Pertanyaan

a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ?

- Yang saya ketahui bahwa program BOS dilakukan secara transparansi disekolah
ini, hal ini berarti ada keterbukaan masgalah. penggunaan dana BOS secara
keseluruhan dan mungkin sudah sesudi derngan ketentuan program BOS yang
ada.

b. Bagaimana proses sosialisasi prograniBOS ?

- Saya turut menjelaskan képada siswa mengenai program BOS disekolah ini.

- Saya membaca tentang pedotman BOS dari buku panduan BOS.

- Ada pengumuman_merigénai daftar siswa penerima dana BOS.

- Saya ikut menghadiri.kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga
oleh orang tua siswa.

c. Bagaimana fpenyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
- Sarana‘dan prasarana yang ada sudah lebih baik dari sebelumnya.
d. Apa fakior-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
- Kesulitan mengetahui kriteria siswa miskin secara benar karena ada
kecenderungan siswa yang orang tuanya dianggap mampu ikut memberikan
keterangan sebagai keluarga miskin, untuk ikut menerima dana BOS.

- Selaku bagian dari sekolah tidak ada pengaruh dalam pengambilan keputusan
dalam rapat tentang BOS.
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K. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 4 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 11

Nama : Cgh

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan : Dewan Guru SMPN 4 Sengah Temila
Alamat : Desa Gombang

2. Pertanyaan

a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ?

- Saya rasa dana BOS disekolah ini sudah diperganakan sesuai dengan ketentuan
yang ada.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOQS 2
- Mengikuti pertemuan dan mendengarkan penjelasan tentang program BOS.
- Mempelajarinya dari buku panduanBOS.
- Ikut menghadiri rapat sekolah teritang program BOS.
- Berdiskusi dengan temanseKerja tentang program BOS.
- Apabila ada pertanyadn)tentang BOS dari orang tua siswa ikut menjelaskan
yang saya ketahul.
c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
- Sarana.dan prasarana yang ada bertambah dan dibeli dari dana BOS.
d. Apa fakter-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

- Tidak ada factor penghambat.
- Kerja lebih mudah karena sarana lebih memadai.
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L. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 5 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 12

Nama :JIn

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Dewan Guru SMPN 5 Sengah Temila
Alamat . Desa Petai

2. Pertanyaan

a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ?

- Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kondisi Kebutuhan sekolah yang ada
dan sudah cukup sesuai.

b. Bagaimana proses sosialisasi program BOQS 2
- Pernah diadakan pertemuan dam”inendengarkan penjelasan tentang program
- Sgrgérita dengan sesamasekan garu tentang program BOS.

c. Bagaimana penyediaan Saranadan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
- Sarana dan prasarana’yang cukup dari sebelumnya.

d. Apa faktor:faktoryang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

- Tidak adafactor penghambat.
- MengiKuti keputusan rapat yang ada.
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M. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 13

Nama . AS

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan . Ketua Komite SMPN 1 Sengah Temila
Alamat . Senakin

2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
- Komite Sekolah SMPN 1 Sengah Temila selalu,diundang dan terlibat langsung
Dalam penyusunan RAPBS melalui Rapat Dinag Sekolah.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Déna BOS ?
- Setiap pencairan dana BOS pihak Sekolair”selalu memberitahu kepada Ketua
Komite Sekolah.

c. Apakah program BOS sudah sesuaidengan ketentuan yang ada ?
- Berdasarkan sepengetahuan saya’sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- Baik dalam penyusunan'RAPBS sampai ke rincian penggunaan dana BOS pihak
Komite Sekolah selalu"dilibatkan.

d. Apa faktor-faktor’yangsmenghambat dan mendukung implementasi program BOS.

- Komite Sekglah/memiliki peran dalam menentukan keberhasilan penyusunan
RAPBS danProgram Sekolah lainnya.

- Ketersediaan waktu yang terbatas.

- Keterbatasan sarana dalam mensosialisasikan ke orang tua murid.

- Kesubitan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua
murid.

- Ketidak pedulian orang tua murid — jarang bertanya — jarang hadir.
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N. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 14

Nama . Sfy

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan . Ketua Komite SMPN 1 Sengah Temila
Alamat : Saham

2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
- Menghadiri undangan rapat sekolah dan ikut memherikan saran.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana'BOS ?
- Komiter sekolah juga memberitahukédnskepdada orang tua murid mengenai
program BOS.

c. Apakah program BOS sudah sesuai‘derigan ketentuan yang ada ?
- Sudah cukup sesuai dengan ketenftian yang berlaku.

d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.
- Waktu yang terkadangtilak memungkinkan.
- Tidak adanya dafauntuk mensosialisasikan ke orang tua murid.
- Pemahaman danspenjelasan kepada orang tua terkadang sulit mengerti.

- Dalam rapatiyang mengundang orang tua murid jarang dihadiri oleh orang tua
murid.
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O. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 3 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 15

Nama . Gs

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan . Ketua Komite SMPN 3 Sengah Temila
Alamat . Simpang Pasir Sidas

2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

- Komite Sekolah SMPN 3 Sengah Temila_diundang dalam rapat penyusunan
RAPBS dan dilibatkan dalam memberikan‘pefsetujuan hasil RAPBS.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran‘Dana’BOS ?

- Dalam proses sosialisasi penyaiuran Dana BOS Komite Sekolah selalu
diberitahu pihak sekolah kapariwaktu sosialisasi pengyaluran dana BOS.

c. Apakah program BOS sudafhsesuai dengan ketentuan yang ada ?
- Sudah sesuai dengan+ketgntuan yang berlaku dan diatur dalam Pedoman BOS.

d. Apa faktor-faktor’yangsmenghambat dan mendukung implementasi program BOS.
- Kehadiran orang tua siswa yang jarang hadir pada saat diundang rapat.
- Tidak-adanya dana sosialisasi lanjut kepada orang tua siswa.

- Tingkatpéngetahuan orang tua siswa yang relatif rendah sehingga menyebabkan
ketidakpedulian mereka dengan Program BOS.
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P. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 4 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 16

Nama : Skm

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan . Ketua Komite SMPN 4 Sengah Temila
Alamat : Gombang

2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

- Pihak sekolah selalu memberitahukan Karnite Sekolah apabila menyusun
RAPBS dan ikut menyetujui dan memberikan-usuian terhadap hasil rapat.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran‘Dana’BOS ?

- Dalam penyaluran dana BOS pilak Komite Sekolah diberitahu dan terkadang
ada juga beberapa orang tua Siswa yang menanyakan tentang program BOS ini.

c. Apakah program BOS sudafhsesuai dengan ketentuan yang ada ?
- Berdasarkan sepéngetantan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
d. Apa faktor-faktor yarnig menghambat dan mendukung implementasi program BOS.

- Kekurang, pedulian orang tua siswa dalam mengawasi pelaksanaan program
BOS:
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Q. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 5 Sengah Temila

1. ldentitas Informan 17

Nama . Bby

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan . Ketua Komite SMPN 5 Sengah Temila
Alamat . Petai

2. Pertanyaan

a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

- Komite Sekolah SMPN 5 Sengah Temila hergeran”dan terlibat sebagai pihak
yang ikut memberi persetujuan dalam penyustnan’RAPBS.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran‘Dana’BOS ?

- Kerjasama dengan pihak sekolaiiydalam mensosialisasikan penyaluran dana
BOS dan memberikan masukan.atau saran kepada pihak Sekolah bagaimana
sebaiknya sosialisasi penyaluran-dana BOS tersebut.

c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?

- Berdasarkan sepengetahuan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Apa faktor:faktoryang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.

- Keterbatasan waktu dalam mensosialisasikan ke orang tua murid.

- Kesubitan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua
murid.
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menciapkan Alokasi Bantuan Operasional Sekoiah (BC \k‘ B
b. bahwa untuk maksud scbagaimana pada huruf “a'@igns. pérlu ditctapkan dengon
\ Keputusan Kepala Dinas Pendidikan lt:nhurml
Mengingat : |. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Ténan®»Pémbentukan Kabupaten Landak
{Lembaran Megarm Republik  Indom i 1999 MNomor 183, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indoncsi r 3904) Schagaimana teluh diubah

dengan Undang-undang Nomor Tah 2000 (Lembaran Negora Republik
Indonesin Tahun 2000 Nomor B2, Sefihstian Lemhbarun Nepora Republik Indonesin
Nomor 3970); \>

2. Undang-Undang Nomor LZ Tillun/ 2003 Tentang Keuangan Negoru (Lembaran
Megara Republik Indonegin Wghud 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomord286); -

3. Undang-Undang No ¥ Tahun 2003 Tentong Sistem Pendidikon Nosional
{Lembaran MNega ,’ lik Indonesin Tahun 2003 Nomor 78, Tombahan
Lembaran Neg ik Indoncsia Nomor 4301);

4. Undang-Undafg YInor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintnhan Dacrah (Lembaran

Negara Reg m donesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negarn

R.epubh ia Nomor 4473) sebagaimana telah diubat dengan Undang-

& Tahun 2005 1entang Penctapan Peraturan Pemcrintah Pengganti

g Nomor 3 Toahun 2005 Tentung Perubaban Undoang-Undang

Tuhun 2004 Tentang Pemerintahan Doerah menjadi Undang-Undang

( % Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 108, Tambahan
bairan Negara Republik Indonesin Nomor 4548);

5. Ulidllll Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antarn
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan  dnemmb  (Lembarmn Negam  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban  Lembarnn Negam Republik
Indoncsia Nomor 443K);
6.Permturon Pemerintah Nomor I8 Tahon 2007 Tentong Pembagion  Ulrusan
Pemerintahan  Antarn Pemerintab, Pemerintabon Dacrah Propinsi dan
Pemerintnhnan Dacrnh Kabupaten/Kotn (Lembamn Nepgarm Republik Indonesin
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indenesia Nomor
4737

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor | Tahun 2005 Tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Doerah Kabupaten
Landak Tahun 2005 Nomor |, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Nomor 1) sebagaimmia telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Landak
MNomor-? Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Landak Nomor 10);
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DOKUMENTASI WAWANCARA LAPANGAN
DENGAN INFORMAN PENELITIAN
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